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Abstract

Salah satu persoalan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kemiskinan dan pengangguran,
sehingga untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan
kerja, pemerintah meluncurkan program penanggulangan kemiskinan yang salah satunya
merupakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui pengaruh program PNPM terhadap pendapatan kartu keluarga miskin di
Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak Program
PNPM adalah adanya pinjaman dana PNPM meningkatkan produksi usaha anggota kelompok
UPPKS sebesar 95,5%. Adanya pinjaman dana PNPM meningkatkan jumlah tenaga kerja usaha
anggota kelompok UPPK S sebesar 87%. Adanya pinjaman dana PNPM meningkatkan penghasilan
usaha anggota kelompok UPPK S sebesar 65,5%.

Kata Kunci : PNPM, Pendapatan Kartu Keluarga Miskin

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan
multidimensional. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial,
budaya, politik bahkan juga ideologi. Secara umum kondisi kemiskinan tersebut ditandai oleh
kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspiras
dan kebutuhannya. Kemiskinan merupakan momok permasalahan yang harus dihadapi oleh setiap
negara, tidak memandang negara maju atau negara berkembang, seperti Indonesia. Problematika
kemiskinan merupakan problematika yang sangat komplek, kemiskinan terkait erat dengan
problem-problem lain seperti pendidikan, ekonomi, sosia, dan budaya. Problem kemiskinan tidak
hanya disebabkan oleh kondis ekonomi yang kekurangan, pendapatan yang tidak mencukupi,
tetapi juga sebab-sebab lain seperti, tingkat kualitas sumber daya manusia yang bersangkutan,
masalah sedikit dan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, pengangguran yang terus
bertambah, masalah gizi dan kesehatan masyarakat, dan budaya malas atau bahkan disebabkan oleh
pemerintahan yang korup yang memiskinkan masyarakatnya.

Salah satu persoalan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kemiskinan dan pengangguran.
Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiyah, kemiskinan
struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Kemiskinan pada dasarnya merupakan kondisi tidak
berdaya karena terbatasnya kemampuan ekonomi sehingga kurang terpenuhinya kebutuhan dasar
manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja. Masalah
kemiskinan merupakan masalah yang sulit dikenali dan ditarik garis batas secara umum mengingat
berbagai perbedaan yang melatar beakangi. Kemiskinan harus ditanggulangi, banyak teori
ekonomi yang tersedia di lembaga perguruan tinggi dan riset, namun tidak semua teori itu bisa
dijalankan atau dilaksanakan. Penanggulangan kemiskinan menjadi tugas pemerintah seperti
menyediakan lapangan pekerjaan, memberantas korupsi, menergpkan sistem ekonomi,
menyediakan infrastruktur dan mengundang investor domestik maupun asing.

Perubahan cara berfikir dan cara bertindak pada ukuran kecil orang per orang atau keluarga
bisa berkembang dan punya dampak pada penerapan kebijakan umum yang dilakukan pemerintah.
Ukuran kemiskinan bukan garis kemiskinan atau upah minimum tetapi dari penghasilan yang
diperoleh cukup untuk biaya makan, kebutuhan listrik, air, transportasi, biaya sekolah, menabung
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dan membayar asurans kesehatan, kendaraan dan jiwa dalam pengertian yang sederhana. Kalau

kebutuhan sederhana tersebut belum mampu untuk membayarnya kita masih dalam situasi yang

bisa mengancam kemiskinan.

Untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan
kerja, pemerintah meluncurkan program penanggulangan kemiskinan yang salah satunya
merupakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. PNPM Mandiri mulai
merumuskan kembali upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai
dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluas hingga pelestarian. Ruang lingkup
kegiatan PNPM Mandiri terbuka bagi semua kegiatan penangulangann kemiskinan yang diusulkan
dan disepakati masyarakat, meliputi: penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan
pemukiman, sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas masyarakat
dan pemerintah lokal serta ekonomi, meliputi : penyediaan dana bergulir dan kredit mikro untuk
mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin yang dikelola di tingkat Kecamatan oleh
lembaga Unit Pengel olaan Kegiatan (UPK).

Dukungan yang diberikan diantaranya adalah pemberian fasilitas kredit melaui bank
dengan cara dan pprosedur yang mudah serta bunga rendah lewat Kredit Usaha Keluarga Sejahtera
(Kukesra). Kredit ini diberikan pada keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera | alasan ekonomi yang
telah memiliki Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra) dan tergabung dalam kelompok Usaha
Peningkatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) agar mereka dapat mengembangkan kegiatan ekonomi
produktif keluarga. PNPM Mandiri Perdessan merupakan program penanggulangan kemiskinan
berbasis pemberdayaan masyarakat di wilayah perdesaan. Program ini dikelola oleh Direktorat
Jendera Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri. Program ini salah
satunya adalah pemberian bantuan simpan pinjam kepada masyarakat khususnya kepada
masyarakat yang mempunyai usaha kecil. Program-program PKPS-BBM yang sebelumnya telah
ditetapkan sebagai implikasi kenaikan harga BBM pada bulan oktober tahun 2005 yang meliputi
program BOS (Bantuan Operasional Sekolah), BLT (Bantuan Langsung Tunai), raskin (Beras
Untuk Masyarakat Miskin), Askeskin (Asuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin), dan program-
program lainya. Sedangkan program yang arahnya kepada pemberdayaan masyarakat adalah
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Adapun program kebijakan PNPM itu sendiri ditetapkan pada tahun 2007 dan didefinisikan
sebagal program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan
masyarakat, yang sebelumnya bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Diharapkan
PNPM mandiri mampu memberikan kontribusi besar dengan tujuan untuk mengentaskan
kemisikinan, pemberdayaan perempuan dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Peran Program
kebijakan PNPM mandiri terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha yang secara tidak
langsung akan berdampak pada pengentasan kemiskinan di Indonesia. Menurut data dari
Menkokesra 2008, Pada tahun 2007 PNPM telah mencakup 1.993 kecamatan di perdesaan dan 834
kecamatan di perkotaan atau sekitar 50 ribu desa’kelurahan. Tahun 2008, PNPM mengintegrasikan
seluruh program penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian dan lembaga dan mencakup
3.800 kecamatan. Selanjutnya di tahun 2009 ini secara kumulatif seluruh kecamatan di Indonesia
(5.263 kecamatan) akan menjadi penerima manfaat PNPM ini.

Adapun tujuan umum dari PNPM adalah meningkatnya kesgjahteraan dan kesempatan
kerja masyarakat miskin secara mandiri. Sedangkan tujuan khususnya meliputi:

a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok
perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan
pel estarian pembangunan

b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya
lokal

¢. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan
partisipatif

d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat

M elembagakan pengel olaan dana bergulir

Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan K erjaSama Antar Desa (BKAD)

1]
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g- Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan
kemiskinan perdesaan
Salah satu tujuan dari PNPM mandiri adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam

kegiatan ekonomi produktif antara lain dipengaruhi oleh faktor ekonomi, yaitu tidak tercukupinya
kebutuhan rumah tangga mereka. Kecamatan Sidoharjo merupakan salah satu kecamatan di
Kabupaten Sragen yang sudah 4 tahun semua desa di kecamatan tersebut menerima bantuan
simpan pinjam dari program PNPM Mandiri pedesaan. Kecamatan Sidoharjo juga merupakan
kecamatan yang mempunyai karakteristik usaha masyarakatnya yang beraneka ragam. Sehubungan
dengan hal tersebut maka penelitian ini diarahkan untuk mengetahui peran program nasiona
pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri pedesaan terhadap pendapatan pelaku usaha di
Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen.
Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini ditunjukkan Gambar 1.1 memperlihatkan (1)
perbedaan rata-rata tingkat produksi sebelum dan setelah adanya PNPM-MP (2) perbedaan rata-
rata penghasilan sebelum dan setelah adanya PNPM-MP dan (3) perbedaan ratarata jumlah tenaga
kerja sebelum dan setelah adanya PNPM-MP.

> Produksi <
Sebelum : Setelah
iy TenagaKerja PNPM
N Penghasilan <

Uji bedarata-rata

""""""""" Gambar 2T Kerangka Pendlitian =~ ~""" """~
Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini antaralain :
1. Diduga terdapat perbedaan rata-rata produksi sebelum dan sesudah program PNPM-MP
meningkatkan produksi anggota UPPKS.
2. Diduga terdapat perbedaan rata-rata tenaga kerja sebelum dan sesudah program PNPM-MP
meningkatkan jumlah tenaga kerja UPPK S.
3. Diduga terdapat perbedaan rata-rata penghasilan sebelum dan sesudah program PNPM-MP
meningkatkan penghasilan anggota UPPKS.

M etode Penelitian

Populas dari penelitian ini adalah 120 kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sgahtera (UPPKS) yang menerima PNPM Kabupaten Sragen. Jumlah anggota kelompok UPPKS
bervarias antara 5 hingga 10 anggota. Jumlah keseluruhan anggota sebanyak 1.125 orang. Tiap
anggota kelompok mendapatkan dana antara Rp. 500.000,00 sampai Rp. 2.000.000,00. Jumlah
sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 10% dari populas kelompok yaitu 12 (10% x 120)
kelompok, dengan masing-masing kelompok diambil 5 anggota, sehingga jumlah sampel dalam
penelitian ini sebesar 60 (12x5) responden.
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Has| Pengumpulan Data

Daam penelitian ini, populas yang menjadi sampel atau obyek penelitian adalah 120
kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sgahtera (UPPKS) yang menerima PNPM
Kabupaten Sragen. Jumlah anggota kelompok UPPKS bervariasi antara 5 hingga 10 anggota.
Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 10% dari populasi kelompok yaitu 12 (10% x
120) kelompok, dengan masing-masing kelompok diambil 5 anggota, sehingga jumlah sampel
dalam pendlitian ini sebesar 60 (12 x 5) responden. Alasan pengambilan sampel ini sebesar 60
(12x5) responden. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik kuota sampling.

Hasi| dan Pembahasan
Produksi
Produksi yang diukur adalah prosentas kenaikan produksi dari sebelum penerimaan dana
PNPM. Penggunaan presentase kenaikan karena satuan yang digunakan sebagai ukuran
peningkatan produksi untuk tiap usaha adalah berbeda-beda. Hasil perhitungan prosentas kenaikan
produksi setelah penerimaan dana PNPM ditujukan Tabel 1.1.
Tabd 1.1 Prosentasi produksi setelah penerimaan dana PNPM

Produks Sebelum Produks Sesudah
Rata-rata produksi 124,12 195,05
Minimun 1 2
Maximum 500 850

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 4.10 diketahui bahwa rata-rata produksi usaha anggota kelompok
UPPKS mengalami kenaikan 95,5%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya PNPM jumlah
produksi perbulan anggota kelompok UPPK S meningkat.

Penghasilan
Tabel 4.11 menunjukkan penghasilan tiap bulan anggota kelompok UPPKS sebelum
adanya PNPM dan setelah PNPM. Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dihitung kenaikan penghasilan
rata-rata tigp bulan sebesar Rp.1.125.833 (65,5%). Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya
PNPM penghasilan perbulan anggota kelompok UPPK'S dapat meningkat.
Tabd 1.2. Penghasilan per bulan anggota
sebelum dan setelah adanya PNPM (satuan rupiah)

Hasil Sebelum Hasi| Sesudah
Rata-rata penghasilan 1.569.166,67 2.695.000
Minimun 400.000 200.000
Maximum 3.000.000 4.800.000

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

AnalissData
Untuk mengetahui dampak dari adanya program PNPM terhadap tenaga kerja, produksi
dan penghasilan usaha, digunakan uji beda rata-rata. Hasil uji beda antara sebelum dengan setelah

adanya PNPM ditunjukkan pada Tabel 1.3.
Tabel 1.3 Hasll Uji Beda Rata-Rata

Uji Beda
sebelum
Variabel Rata-rata Sdisih | TSN | oo setelah | Kesimpulan
Kenaikan ad
ratarata | -20AyaPNPM
Sebelum Setelah Zitng | SiQ.
Produks | 124,12 | 19505 | 955 955 | 6,895 | 0,000 | Signifikan
Tenaga 1,12 1,187 | 0,067 87 8,251 | 0,000 | Signifikan
Kerja
Hasl | 1.569.167 | 2.695.000 | 1125833 | 655 | 16,195 0,000 | Signifikan
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[Ustha | | | | | | | |
Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji beda rata-rata yang ditunjukkan pada Tabel 4.12 didapatkan hasil
sebagai berikut:

1. Ada perbedaan rata-rata yang signifikan produksi pada usaha anggota kelompok UPPKS
sebelum dengan setelah adanya PNPM, dengan produks setelah lebih besar dibandingkan
sebelum adanya PNPM. Hal ini ditujukan oleh Zyung (6.895) > Zga (2,003) atau nilai
signifikannya (0,000) < (0,05) dengan tingkat kepercayaan 95%.

2. Ada perbedaan rata-rata yang signifikan jumlah tenaga keja pada usaha anggota kelompok
UPPK S sebelum dengan setelah adanya PNPM, dengan jumlah tenaga kerja setelah |ebih besar
dibandingkan sebelum adanya PNPM. Hal ini ditujukan oleh nilai Zyjxng (8.251) > Ziaa (2,003)
atau nilai signifikannya (0,000) < (0,05) dengan tingkat kepercayaan 95%.

3. Ada perbedaan rata-rata yang signifikan penghasilan perbulan usaha anggota kelompok UPPK'S
sebelum dengan sesudah adanya PNPM, dengan penghasilan perbulan setelah lebih besar
dibandingkan sebelum adanya PNPM. Hal ini ditujukan oleh Zyyng (16.195) > Zi4e (2,003) atau
nilai signifikannya (0,000) < (0,05) dengan tingkat kepercayaan 95%.

Pembahasan
Hasi| penelitian dalam penelitian ini berhubungan dengan profil anggota kelompok UPPK'S

di Kabupaten Sragen. Berdasarkan analisis deskriptif diatas ditemukan:

1. Pendlitian ini dilakukan terhadap 12 kelompok yang terdistribus 8 (delapan) Desa, yaitu

Banaran (7), Jetis Karangpung (8), Bukuran (9), Ngebung (9) Sambirembe (9), Karang Jati

(8), Krikilan (5), Tegal Ombo (5).

Mayoritas anggota kelompok UPPK S yang memanfaatkan dana PNPM adalah perempuan.

Umur anggota kelompok didominasi 35-39 tahun, ha ini menunjukkan bahwa anggota

kelompok berada pada usia dewasa.

4. Jumlah tanggungan keluarga anggota kelompok mayoritas 3 (tiga) orang, hal ini menunjukkan
bahwa tanggungan keluarga tidak cukup berat.

5. Pendidikan yang dimiliki anggota kelompok mayoritas berpendidikan SLTP, hal ini
menunj ukkan bahwa tingkat pendidikan anggota kel ompok masih sangat minimum.

6. Jenis usaha yang dilakukan anggota kelompok mayoritas adalah pedagang, hal ini
menunjukkan bahwa dana PNPM yang diterima anggota kelompok digunakan sebagai
tambahan modal.

7. Besarnya dana PNPM yang diterima anggota kelompok atara Rp.500.000- Rp 2.000.000
dengan rata-rata Rp. 965.000.000.

8. Jumlah tenaga kerja anggota kelompok masih banyak yang menggunakan 1 (satu) orang
sebagai tenaga kerja, hal ini menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan anggota kelompok
merupakan usaha yang dikelola secara kel uarga.

9. Peningkatan produksi yang dihasilkan anggota kelompok menunjukkan bahwa dana PNPM
dapat digunakan sebagai tambahan modal usaha.

10. Ratarata penghasilan usaha anggota kelompok mengalami kenaikan sebesar 65,5% dari
sebelum adanya PNPM sebesar Rp 1.569.167menjadi Rp 2.695.000 setelah adanya PNPM.

wmn

Berdasarkan uji beda rata antara sebelum dengan setelah adanya PNPM pada anggota
kelompok UPPKS yang memanfaatkan dana PNPM didapatkan hasil sebagai berikut diantaranya
terdapat perbedaan rata-rata produksi yang signifikan antara sebelum dengan setelah adanya
PNPM. Berdasarkan hasil olah data dan tanda positif, menunjukkan bahwa produksi setelah
mendapatkan dana PNPM lebih banyak dibandingkan produksi sebelum mendapatkan dana PNPM.
Kedua terdapat perbedaan rata-rata jumlah tenaga kerja yang signifikan antara sebelum dengan
setelah adanya PNPM dengan peningkatan jumlah tenaga kerja rata-rata sebesar 0,067 (87%).
Berdasarkan hasil penelitian dan tanda positif, menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja setelah
mendapatkan dana PNPM lebih banyak dibandingkan jumlah tenaga kerja sebelum mendapatkan
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dana PNPM. Ketiga terdapat perbedaan rata-rata penghasilan perbulan yang signifikan antara
sebelum dengan setelah adanya PNPM dengan peningkatan penghasilan rata-rata sebesar Rp
1.125.833 (65,5%). Berdasarkan hasil penelitian dan tanda positif, menunjukkan bahwa
penghasilan perbulan setelah mendapatkan dana PNPM lebih banyak dibandingkan penghasilan
perbulan sebel um mendapatkan dana PNPM.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, beberapa kesimpulan dalam penelitian ini
antaralain:
1. Profil anggota kelompok UPPK S penerima dana PNPM

a. Profil anggota kelompok UPPK S penerima dana PNPM adal ah sebagai berikut:

1) Jumlah tanggungan keluarga anggota kelompok mayoritas 3 (tiga) orang, hal ini
menunj ukkan bahwa tanggungan keluargatidak cukup berat.

2) Pendidikan yang dimiliki anggota kelompok mayoritas berpendidikan SLTP, hal
ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan anggota kelompok masih sangat
minimum.

3) Jenis usaha yang dilakukan anggota kelompok mayoritas adalah pedagang, hal ini
menunjukkan bahwa dana PNPM yang diterima anggota kelompok digunakan
sebagal tambahan modal.

4) Besarnya dana PNPM yang diterima anggota kelompok atara Rp 500.000- Rp
2.000.000 dengan rata-rata Rp. 965.000.000.

5) Jumlah tenaga kerja anggota kelompok masih banyak yang menggunakan 1 (satu)
orang sebaga tenaga kerja, hal ini menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan
anggota kelompok merupakan usaha yang dikelola secara kel uarga.

6) Peningkatan produksi yang dihasilkan anggota kelompok menunjukkan bahwa
dana PNPM dapat digunakan sebagai tambahan modal usaha.

7) Ratarata penghasilan usaha anggota kelompok mengalami kenaikan sebesar
65,5% dari sebelum adanya PNPM sebesar Rp 1.569.167menjadi Rp 2.695.000
setelah adanya PNPM.

b. Anggota kelompok UPPKS penerima dana PNPM di Kabupaten Sragen,
memanfaatkan dana PNPM untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja, produksi dan
penghasilan.

2. Dampak Program PNPM
a. Adanya pinjaman dana PNPM meningkatkan produksi usaha anggota kelompok UPPK S
sebesar 95,5%.

b. Adanya pinjaman dana PNPM meningkatkan jumlah tenaga kerja usaha anggota
kelompok UPPK'S sebesar 87%.

¢. Adanya pinjaman dana PNPM meningkatkan penghasilan usaha anggota kelompok
UPPKS sebesar 65,5%.

Saran
1. Saran Mangjerial
Dampak yang positif adanya PNPM di Kabupaten Sragen, menunjukkan program ini
cukup berhasil dalam hal:

a. Meningkatnya pendapatan anggota kelompok UPPKS dengan memanfaatkan sumber daya
yang tersedia.

b. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesgahteraan keuarga
miskin di lingkungannya dengan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja yang semakin
banyak.

c. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha
produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya
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administras kelompok, serta makin luasnyainteraksi kelompok dengan kelompok lain dalam
masyarakat.
2. Saran pendlitian Kedepan
Untuk penelitian kedepan beberapa saran yang dapat dilakukan untuk mengembangkan
penelitian ini antaralain:

a.  Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas penerima dana PNPM adalah
perempuan. Pendlitian kedepan hendaknya perlu memfokuskan pada peran perempuan
dalam memanfaatkan dana PNPM.

b. Beberapa variabel dalam penelitian ini belum dilakukan uji statistik yang lebih mendalam
seperti  faktor-faktor demografi. Pendlitian kedepan dapat memasukkan faktor-faktor
demografi sebagai variabel independen seperti umur dan pendidikan, hal ini berkaitan
dengan masa produksi dan kemampuan memutuskan permasalahan seseorang dalam
bekerja.
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